ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah
menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan
bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap
Anak. Tulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan juga pemikiran
mengenai pedofilia sebagai kekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan
mampu menjadi titik tolak pembuatan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan
seksual.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Undang-undang, buku, jurnal dan juga internet. Dalam metode ini Undang-undang
yang digunaka ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif.
Sumber bahan hukum yang yang digunakan yakni, primer dan sekunder. Dalam
pengumpulan bahan hukum akan menggunakan dua metode vyaitu: Studi
kepustakaan dan internet. Dan Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian
ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan atau yang disebut dengan
pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian
ini.

Hasil penelitian ini bahwasanya kejahatan pedofilia ini harus mendapatkan
penanganan yang lebih agar tidak semakin marak kejadian pedofilia ini. Dalam hal
ini khusunya penegak hukum pidana, umumnya pada pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah serta lembanga masyarakat, terhadap mantan pedofilia. Yaitu
memberikan fasilitas dengan menyiapkan tempat khusus untuk penyembuhan
psikologis pedofilia, pembinaan dalam masyarakat, contoh dengan mendidik
kerohanian, memberikan pendidikan religius dengan mendekatkan kepada
pendidikan agama.
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ABSTRACT
The rise of cases of sexual violence against children, especially pedophilia,
has attracted public attention, which finally made the government declare that 2014
was the Year of Emergency Sexual Violence against Children. This paper is
intended to provide an overview and also thoughts about pedophilia as sexual
violence against children, and is expected to be a starting point for making policies

to protect children from sexual violence.

The types of research used in the preparation of this thesis are laws, books,
journals and also the internet. In this method the laws used are the Law of the
Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Correctional Institutions, the
Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection,
the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights
and the Code -Criminal Law Act. The approach method used in this research is
normative. The sources of legal materials used are primary and secondary. In
collecting legal materials, two methods will be used, namely: library research and
the internet. And the technique of collecting legal material in this research is
through document or library studies or what is called the library approach, namely
by studying books, laws and regulations and other documents related to this
research.The results of this study indicate that this pedophile crime must get more
treatment so that the incidence of pedophilia does not increase. In this case,
especially criminal law enforcers, generally at the central government and local
governments as well as community institutions, against former pedophiles. Namely
providing facilities by preparing a special place for psychological healing of
pedophiles, coaching in the community, for example by educating spirituality,

providing religious education by bringing it closer to religious education.
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	BAB I
	Tindak kejahatan seksual di Indonesia belakangan ini semakin memperihatinkan, khususnya kejahatan seksual yang diterima oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada anak atau yang disebut pedofilia. Pelaku pedofi...
	Dalam melancarkan aksi bejatnya pelaku pedofilia biasanya mengincar anak-anak yang sedang bermain ditempat yang sepi, anak yang sedang menunggu jemputan dari orang tuanya, dalam tidak pengawasan orang tua, anak yang ditinggalkan sendirian dirumah, ana...
	Perilaku menyimpang atau  deviant  behavior adalah bagian dari masalah sosial yang terjadi individu maupun kelompok di dalam masyarakat melakukan tindakan (berekpresi) yang bertentangan dengan norma-norma yang telah melembaga ditengah masyarakat, baik...
	Anak dibawah umur harus mendapatkan hak perlindungan, dimana hak mereka telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 antara lain:
	1.2  RUMUSAN MASALAH
	Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah adalah bagaimana bentuk alternatif pemidanaan terhadap narapidana pedofilia?
	1.3 TUJUAN PENELITIAN
	1.4 MANFAAT PENELITIAN
	1.6 METODE PENELITIAN
	Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitia...
	1.6.1. Jenis Penelitian
	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsi hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi .Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum sosial ...
	1.6.2 Pendekatan Penelitian
	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peratu...
	1.6.3. Sumber Bahan Hukum
	1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum
	Teknik analisis bahan hukum bertujuan agar mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan atau yang disebut dengan pendekatan kepustakaan yakni d...

	2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Formulasi
	Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Kebijakan juga digunakan sebagai langkah penanggulangan ...
	Perumusan formulasi ini harus disesuaikan antara masalah yang akan dibahas dalam pembuatan kebijakan, dengan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. pembuat kebijakan harus bisa mengimplementasikan antara peraturan yang ...
	Kebijakan formulatif hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana. Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merum...
	Kebijakan formulatif merupakan tahap strategis dari keseluruhan proses operasional / fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Sebenarnya semua kebijakan tersebutmempunyai peranan yang sama pentingnya, karena untuk terwujudnya penegakan hukum yan...
	Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang...
	Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan : menurut Barda Mawawi Arief adalah ;
	1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai / menunjan tujuan nasional.
	2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
	3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.
	Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “in concreto”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penega...
	Pengesahan PERPU yang tenar dengan sebutan PERPU kebiri itu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dengan memberatkan hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur...
	Penyusunan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 meski telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, namun tetap saja pasal pengebirian yang tercantum didalamnya menimbulkan kontroversi. Para Aktivis Hak Asasi Manusia menilai Perpu K...
	UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1 menyatakan “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui perkawinan yang sah. Jelas sekali bahwa salah satu hak manusia adalah melanjutkan keturunan dengan melakukan perkawinan yang sah. Dengan ini dapat di...
	2.2. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Kasus Pedofilia
	Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang disingkat KBBI ) Narapidana yaitu seorang yang sedang menjalani suatu hukuman atau sanksi akibat telah melakukan suatu tindak pidana, kemudian pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (y...
	Pengertian narapidana juga tercantum didalam UU Pemasyarakatan pada Pasal 1 menjelaskan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
	BAB III
	TINJAUAN TENTANG REHABILITASI BAGI NARAPIDANA KASUS PEDOFILIA
	3.1 Analisis Formulasi Hukum Bagi Narapidana Kasus Pedofilia
	Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum...
	Tabel 2 : Dasar-Dasar Kebijakan Hukum Pidana Bagi Narapidana Pedofilia.
	Selanjutnya pembahasan lebih lanjut. Berbicara tentang kebjiakan hukum pidana yang sangat eksplesif dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk penangungan kejahatan dalam hal ini difokuskan tentang kejahatan seksual pedofilia. Berbicara t...
	Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak...
	Kasus pedofil telah marak terjadi dan hal ini merupakan suatu ancaman bagi keselamatan dan keamanan generasi bangsa Indonesia, pelaku pedofil tidak hanya memenuhi hasrat seksualnya saja tetapi juga dijadikan bahan industri yang dapat memberikan keuntu...
	Pedofil dapat dikatakan sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang, dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama dengan melampiaskan hawa nafsunya, hal ini sanat meresahkan karena sasaran utamanya adalah anak-anak. Dalam Undang-Undang Nom...
	Ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (Undang-Undang Perlidungan Anak) mengistilahkan “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, dimana ancaman pidana minimal ...
	Ada beberapa kriteria yang termsuk pada pedofil yakni:
	1) Minamal 6 bulan secara berulang, intens terhadp fantasi seksual, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual terhadap anak pra-remaja atau anak-anak
	2) Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenkan faktor 5 tahun lebih tua atau usaha untuk menghilangkan stres dan kesulitan pribadi pada dirinya.
	3) Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari anak pra-remaja anak-anak dalam tindakannya.
	Narapidana pelaku pedofilia secara umum kejahatan kesusilaan di implementasikan pada ketentuan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam realitanya, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah, ka...
	Dilihat dari berbagai bentuk dan karakteristik, dalam perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara yuridi...
	Melihat kenyataan inilah di Indonesia merasa perlu membuat aturan undang-undang yang lebih ketat lagi untuk menanggulangi maraknya kasus pedofilia di indonesia. Untuk itu Pemerintah atas desakan beberapa golongan masyarakat yang mendorong untuk diterb...
	Mengingat bahwa pedofilia merupakan kelainan seksual artinya pelaku juga merupakan seorang penderita.Maka mengingat dia sebagai seorang penderita pedofilia adilkah jika karena penyakitnya (pedofilia) ini lantas layak dijatuhi hukuman yang merendahkan ...
	3.2 Alternatif pemidanaan Rehabilitasi Narapidana pelaku pedofil
	Penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk menerpakan aturan hukum yang pada hakikatnya merupakan suatu pedoman dlama hubungan hukum dengan kehidupan bermasyarakat dna bernegara.  Sutau penegak hukum bukan hanya diperlukan untuk mengimbangi adanya ...
	Berdasarkan arti luas penegak hukum  adalah aparat penegak hukum yang menjalankan hukum bersama-sama dengan perlengkapan negara yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan dna Kehakiman.maslah pokok dari penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-fakto...
	Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

	BAB IV
	4.1. KESIMPULAN
	4.2. SARAN
	Berkaitan dengan bagimana bentuk alternatif pemidaan terhadap narapidana pedofilia ini perlu adanya suatu aturan yang mengatur rehabilitasi atau terapi kejiwaan tehadap narapidana kasus pedofilia, yang dimana selain memberikan efek jera dalam penjara ...
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